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ABSTRACT
Pada Putusan Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mrs Terdakwa Basri Bin Makka diduga bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik
dalam lingkup rumah tangga dan diancam pidana dengan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT (Primair), dan Pasal 44 ayat (4) UU
PKDRT (Subsidair ke-1), atau Pasal 351 ayat (1) KUHP (Subsidair ke-2) yang termuat di dalam dakwaan penuntut umum. Dari
tindak pidana tersebut terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT dan dijatuhi hukuman selama 1(satu) tahun.
Dalam hal ini permasalahan yang didapat berupa kurang telitinya jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dimana
yang seharusnya terjadi kekerasan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak teliti dalam membuat surat dakwaan, serta
menjelaskan dalam menjatuhkan putusan tidak terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
Penelitian ini bersifat studi kasus apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian normativ (normative legal research). Data
yang digunakan, yaitu melalui studi kasus kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder
yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan
alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen yang merupakan dokumen-dokumen hukum berupa putusan Pengadilan yang
berkaitan dengan kasus yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang teliti dalam membuat surat dakwaan karena tindak pidana yang
dilakukan terdakwa tidak hanya kekerasan fisik, seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga memuat mengenai unsur-unsur tindak
pidana kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelataran rumah tangga agar terpenuhinya syarat materil dari surat dakwaan yaitu
cermat, jelas dan lengkap. Penerapan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 53/Pid.B/2015/PN.Mrs belum
sepenuhnya terpenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam mansyarakat.
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